
QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2OO7

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN 1'ATA KERJA

DINAS.DINAS DAERAH KOTA LANGSA

B T SMI L LAI-I I R RA FI M AN I RR AHI M

DENGAN RAHI\4AT Ai,I,AII YANG MAFIA KUASA

Menimbang : a.

WAI-IKOI'A LAN(]SA.

balrwa clalam rangko pelaksrrn;tan Undang-Undang Nttmor 3 Tahrrrr ?,(l i) l

tentang Pcmbentui<an Kota Langs:r clan mer.rirrdaklanjuti Perafuran Pemcrintah

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara

optimal ,vang bercltrva gunir dan berhasil guna, dipanclang perlu meml'x:ntuk

dan menata susut'lalr organisasi Dirras-dinas Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagaimana riimaksutl clalam huruf a pcrlu

menebapkan Qanun Kota L;u'rg,sa tentang Pembr:ntukau clan Penataan Susunan

Organisasi dan Tata Kcria Dinas-Dinas Daerah Kota Langsa.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
.1999 

tentarrg Penvelenggaraan Keistime\A/aan

Propinsi Daerah Istime'na Acch (t-embaran Negara Tahun 1999 Nomot 172,

Tambahan lembaran Negara'Talrun 1999 Nomor 3892) ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2ff)1 tentang Pembentukan Kota Langsa

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1734);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20M tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a383);

Mengingat l .

)

4- Undang-rJnd61g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan l)aerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) kbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor

g2 Tahun 20c/. tentang Pemerintahan Daerah meniadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4548); 
5. U^,rrn1i-l

b.
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Undang-Undang Nonror  33 Tahun 20(X tentang Per imbangan Keuangan antara

penrerrntah Pusat ciar.r Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nonror 126, Tamhahttrt l-r.ntbtrran Neqara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor l ' l  Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh (Lemhraran

Negara Tahun 2006 Nonror '62,  Tanrbahan Lembaran Neqara Nomor 4633);

Peraturan Pemer inta l r  Nonror  25 lahun 2000 tentang Kewenangan Pemer inta l t

clan Kewenangan l 'rovinsi sebagai Daerah Otononr (Lembaran Negara 
-fahun

2000 Nonror 54, Tanrhahan l-erltraran Neqara Nomor 3952) ;

[ )eraturan Pemer intah Nonror  8 Tahun 2003 tentang Pcclonran Organisasi

I )er . rngkat  Daeral r  ( [ -onr t rar . rn Ncgara Tal run 2003 Norrror  14, ' far r r l raharr

Lenrharan neg,ara \onror  -1262) ;

I )e. ratur . r r - r  Penrer intah \et )1() i  0c)  Iahtr r - r  ?003 tL 'ntang Worr ,et rang,  l )c tng,dt r t - . i .a t . i r - r

Pemindahan dan Penrberherr t ian PNS ;

Keputusan Bersama N4ENPAN clan l \ {enter i  Dalam Neger i  Nomor 01/SKB/

IvIENPAN /9 /  200i  terr tarrg [ )e iunjuk Pelaksanaan PP Nomor 08 tahun 2003

tentan!l Pecloman ()rgarrisasi Perangkat Daerah clan PP Nonror 09 talrun 2003

tcntang lVewenang, [)cr.rgarrg,katatr, [ 'enrirrt lairan dan [)en.rk:rhentiar-r PNS;

[ ) i : ra turan Mcntur i  Dal i t r t r  Ncgcr i  Nomor l5  Tal run 2006 tcntang Jcnis t iar r

l ic r r t  r - r  k  I  ) roc luk Hl tk t r t l ;

[ ) t ' ra tur i t r r  Mc'ntcr i  Dal ; r r l  Nr 'q t ' r i  Nomor l6  Tahtrn ?00(r  tcntang l ) rosct l t r r

l 'cnvustr nan I 'rclcltt k H t-t ktr rrt;

I)r 'raturirn Mcntcri l)alanr Ncgcri Nomor l7 Tahtrn 2006 tcntang L,crlbararn

Dacrah dan llcrita D.rcralt.

Dengan persetuiuan bersama

DEWAN PERWAKILAN I iAKYAT KOTA LANCSA

1 0 .
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lVlenetapkan

t . l

d a n

WAI- IKOTA LANCSA

M E I v I U T U S K A N :

QANUN KOTA L ,ANCSN 
' IENTANC PEN4BENTUKAN DAN PENNTANN

SUSUNAN ORCANISASI  DAN TATA KER]A DINA9DINAS DAERAH KOI-A

t-ANCSA.

IIAB I

KE'TENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam qanun ini ,  yang dinraksttd dengan :

l .  Daerah ada lah  Kota  Langsa;
ePenre ri n t,t l t
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unflr

Penyelenggara Pemerintah Daerah ;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota l,angsa selanjubrya disebut DPRK adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;

5. Sekretaris Daerah selaniutnva dlsebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota

Langsa;

6. Dinardinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Langsa sebagai Unsur Pelaksana

Pemerintah Daerah Kota Langsa ;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Langsa

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PIINATAAN DINAS DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata kembali Dinas-Dinas Daerah sebagai

berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;

2. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup;

3. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;

4. Dinas Syariat Islam ;

5. Dinas Koperasi, Perindusfrian dan Perdagangan;

6. Dinas Pertanian dan Kehutanan ;

7. Dinas Pekerjaan Umum ;

8. Dinas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;

9. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

10. Dinas Pendidikan dan Pengajaran .

BAB III

ORGANISASI DINAS - DINAS DAERAH

Itagian Pertama

DINASTENAGA KERJA, CAPIL DAN KB

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa adalah

unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

trerada di bawah dan bertanggung iawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

PasaIa.{ .
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Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Ketenagakerjaan, Catatan

Sipil dan Keluarga Berencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas

Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota langsa mempunyai

tungsi:

a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Ketenagakerjaan,

Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana ;

b. Penyusunan pelaksanaan rencana clan program dibidang pembinaan teknis dan

bimbingan teknis tenaga kerja, catatan sipil, kependudukan dan keluarga

berencana ;

c. Melakukan pengelolaan penyelenggara€m penyuluhan ketenagakerjaan catatan

sipil, kependudukan dan keluarga berencana ;

d. Melakukan pengawasan pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan

perizinan dibidang ketenagakerjaan, catatan sipil, kependudukan dan keluarga

berencana;

e. Melakukan penyuluhan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan, catatan

sipil, kependudukan dan keluarga berencana;

f. Melakukanpenyelesaianperselisihanperburuhan.

g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan

kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

terdiri clari:

a. Ke'pala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Penempratan elarr Produktifitas Kc-rja;

d. Bidang Pengarvasan dan Hubungan Industriai;

e. Bidang Cahtan Sipil dan Kependudukan;

f. Bidang Keluarga Berencana;

g. Jabatan Fungsional. 
ap

(i) uii l i .r, l lr 9/:..-
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(2\ Bagian Tata Usaha membawahi:

a. Subbag Umum dan Kepegawaian;

b. Subbag Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja membawahi :

a. Seksi Penempatan dan Perluasan Keria,

b. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja.

(4) Bidang Pengawasan dan Hubungan lndustrial membawahi :

a. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

b. Seksi jaminan Sosial dan Perselisihan Hubungan lndustrial

(5) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil membawahi :

a. Seksi Catatan Sipil;

b. Seksi Administrasi Kcpenc{.udukan.

(6) Bidang Keluarga Berencana membawahi:

a. Seksi Keluarga Berencana;

b. Seksi Keluarga Sejahtera.

0 Kelompok Jabatan Fungsional

(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Keria, Catatan Sipil dan Keluarga

Berencana Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Qanun ini.

Bagian Kedua

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf L

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

PasalT

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekrebaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kebersihan, Pertarnanan dtrn Lingkungarr Hidup nrcrnpunyai bug;rs

melaksanakan kewenarrgarn Pcmcrintah Daerah dibiclang Kebersihan, Pertamanan

dan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarak;ur tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang kebersihan,

pertamanan dan lingkungan hiciup;

b. Penvusurt..rt €f.
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b. Penyusunan program dan petunjuk teknis pemusnahan dan pengelolaan

pembuangan akhir sampah dan penyedotan air kotor dan pengelolaan sarana

dan prasarana;

c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman dan lampu penerangan jalan

serta ffirana dan prasarana;

d. Perumusan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang

pengendalian dampak lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan

kepegawaiaru perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

rugasnya.

Paragraf 2

Srrsunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota

Langsa terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Kebersihan;

d. Bidang Pertamanan;

e. Bidang Lingkungan Hidup;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Subbag Umum dan Kc'pcgawaian;

b. Subbag Keuangan, Program clan Pelaporan.

(3) Bidang Kebersihaur menrbau,ahi :

a. Seksi Pengelolaan Keh:rsihan Lingkungan;

b. Scksi Pengelolaan c{ilr Pt:nlanfaatan Persampahan.

(4) Biclang Pertamanan membawahi :

a. Seksi Pengelolaan Pertamanan;

b. Seksi Pengelolaan Lampu falan.

(5) Bidang Lingkungan Fiidup mt:mbawahi:

a. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;

b. Seksi Pengawirsan datr Pengenclalian.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional

(n Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan

Hidup Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Qanun ini.

Basian .f..
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Bagian Ketiga

DINAS PERHUBUNGAN DAN PARTWISATA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11.

Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas

Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebiiakan teknis dalam pelayanan jasa, pengelolaan perhubungan

darat (lalu lintas angkutan jalan) pengelolaan perhubungan laut/pelabuhan,

pariwisata dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan daerah;

b. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dalam pelayanan iasu dan

pengelolaan perhubungan darat/ LLAJ serta laut/pelabuhan;

c. Penunjukan lokasi terminal kecuali lokasi pengelolaan pcmeliharaan fisik serta

tempat-tempat pemberhentian;

d. Penunjukan lokasi dan pengelolaan perparkiran;

e. Pengaturan dan penyelengg.rraan perParkiran;

f. Pengujian kenrlaraan bermotor;

g. Penunjukan lokasi tempat-tcmpat penyeberan€lan orang;

h. Pengaturan tentang pembatasa:r mengangkut orang dan kendaraan tidak

bermcltor;

i. Pengaturan tentang kewajil-'an memberikan L'rantuan kepada perkumpularr dan

atau badan hukum yang ditugaskan untuk menvelenggarakan penempatan dan

pemeliharaan rambu-rambu tanda lalu iintas;

j. Pemberian izin sarana perbaikan angkutan dan pengawasannya;

k. Pernberian izin operasi sarana transportasi;

l. Penetapan ketenfuan-ketr:ntuan tambahan mengenai susunan alat-alat sarana

transportasi;

rn- Penetapan larangan penggunaan ialur-ialur tertentu;

n. Penetapan kecepatan maksimal pada jalur-jalur tertentu;

o. Penetapa".f...



o. Penetapan pengadaan, penempatan, perrus:mgan dan pemeliharaan rtunbu-

rambu serta tanda-tanda lalu lintas;

p. Pengaturan dan pengelolaan s€Ir€Ina perhubungan;

q. Pengaturan dan penetapan jaringan transportasi;

r. Penyelenggaraan pengujian sarana dan prasarana perhubungan serta SDM

bidang perhubungan;

s. Penetapan dan pemberian izin sekolah bidang perhubungan;

t. Pemberian izin bangunan dan pemanfaatan lingkungan sekitar jalur lalu lintas;

u. Perencanaan pembangunan sararur dan prasarana perhubungaru

v. Penyelenggaraan |asa Pariwisata;

w. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan,

kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, organisasi dan ketatausahaan

Dinas;

w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinirs Perhubungan dan Pariwisata Kota Langsa terrliri

clari:

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Perhubungan Darau

d. Bidang Perhubungan LauU

e. Bidang Pariwisata;

f. Kelompok ]abatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha membawahii

a. Su[r Bagian Umum elan Ke;'egawaian;

b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Perhubungarr L)arat Membawahi :

a. Seksi Angkutan dan Lalu Lintas;

b. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana.

( ) Bidang Perhubungan laut membawahi:

a. Seksi Pelabuhan dan Kesyahbandaran.;

b. Seksi LaIu Lintas dan Keselamatan Pelayaran.

(5) Bidang Pariwisata membawahi:

a. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;

b' seksi Pemasaran Pariwi'sata' 
(6) Kelonrp.k . fl.

I
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(5)

(n
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota l,angsa

sebagaimana tercantum dalam lampiran III Qanun ini.

Bagian Keempat

DINAS SYARIAT ISLAM

Paragraf L

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Syariat Islam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh

Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah"

Pasal 15

Dinas Syariat lslam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah

Daerah dibidang Syariat Islam

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Din;rs

Syariat Islam mempunvai fungsi:

a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun

yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta

mendokumentasikan dan menrrebarluaskan hasil-hasilnva ;

b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penviapan dan pembinaan

sumber dava manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;

c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban

pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan Sviar

Is lam;

d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;

e. Pelaksanaan tugas Syariat Islam vang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah,

mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, auuu makruf

nahimunkar, baitul mal. kemasyarakatan, syiar lslam, pembelaan Islam, qadha,

iinayat, munakahat clarr mtrwaris ;

f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan,

kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, organisasi dan ketatausahaan

Dinas.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang cliberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paravaf .f ..



Pangra|2

Sti.sunan Organisasi

Pasal 18

(L) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islarn Kota langsa terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b, Bagian Tata Us$a;

c. Bidang Litbang Program dan SDM ;

d. Bidang Bina Peribadatan;

e. Bidang Pengawasan Syariat Islam;

f. Bidang Bina Peradilan ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha membawahi:

a. Sub Bagian Umum clan Kepegawaian;

b. Sub tsagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Litb;rng dan Sumtx'r Dava Manusia membawahi :

a. Seksi Litbang, Perencanaan dan Penyiapan Qanun;

b. Sel:si Pembinaan Tenaga Peradilan, Pengawasan dan Sviar Islam.

(4) Bidang Bina Peribaclatan memhawahi:

a. Seksi Bimbingan Penyuluhan Ibadah Haji dan Peribadatan;

b. Seksi Penataan Sarana dan f'envemarakan Syiar Islam.

(5) Bidang Pengawasan Syariat Islam membawahi :

a. Seksi Bimbingan dan Pencegahan;

b. Seksi Penyidikan dan Perdamaian.

(6) Bidang Bina Peradilan membawahi :

a. Seksi Sarana Peradilan;

b. Seksi Penyuluhan Svariat Islam dan Hukum.

0 Kelompok |abatan Fungsional.

(8) Bagan Stmktur Organisai Dinas Syariat Islam Kota Langsa sebagaimana

tercantum dalam lampiran IV Qanun ini.

Bagian Kelima

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1

Kedudukan,'I'ugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdaganfian merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

t 0
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Pasal 20

Dinas Koperindag mempunyai tugas melaksanakan kewernngan Pemerintah Daerah

di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 21

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Melakukan pelayanan pembinaan kewenangan dibidang koperasi, perindustrian

dan perdagmgan;

b. Peny'usunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang

Koperasi, perindustrian dan Perdagangan ;

c. Pelaksanaan kebijakan pcnananurrl moclal, pemberian perizinan dan investasi;

cl. Penvelenggaraan pe:lavanarr tugas-tugas koperasi, perindustrian clan

perclagangan serta pe'laksanaan pemberian pengawasan teknis yang menjacli

kewenangan daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan data dan informasi

clibiclang perkoperasiau, usaha kecil cian menc-ngah se,rta fasilitas pembiavaan

dan simpan pinjam;

f. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksana.rn kebiiaksanaan tekrris

dibidang pembiayaan simpan pinjam;

g. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, administrasi umum dan

kehumasan serta pengesahan pengadmnistrasian baclan h uku m koperasi;

h. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan;

i. Melaksanakan pemantauan/pengawasan pengadaan arus barang dan jasa;

j. Pelaksanaan pengembangan export hasil industri dan unggulan;

k. Pelaksanaan Konservasi dibidang industri dan perdagangan;

L Pelaksanaan pengawasan pengendalian limbah yang diakibatkan oleh kesiatan

industri

m. Pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdava alam untuk kegiatan

pengembangan inclustri pengolahan ;

n. Pelaksanaan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok

rnasyarakat di daeral'r serta barang cian jasa ;

o. Pelaksanaan penerapan kemetrologian ;

p. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi terhadap penanaman modal daerah ;

q. Pelaksanaan pengelolaan admnistrasi umum yang meliputi pekerjaan

ketatausahaan, kepegawaian, peralatan/perlengkapan, organisasi dan

ketatalaksanaan dinas;

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.

Paragraf .f..
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Fangraf.2

Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota

l,angsa terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha ;

c. BidangPerdagangan;

d. Bidang Koperasi ;

e. BidangPerindustrian;

f. Bidang Penanaman Modal ;

g. Kelompok Jabatan Fungsiorral.

(2) Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan ,lan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan, Penvusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Koperasi darr UKM membawahi :

a. Seksi bidang Pembinaan Kelembagaan Koperasi;

b. Seksi Pembinaarr dan Pengembangan UKM.

(4) Bidang Perindusria,n membawahi:

a. Seksi Usaha lndustri clan Bimbingan Produksi;

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha lndustri.

(5) Bidang Perdagangaur menrhawahi :

a. Seksi Usaha Perdagangan;

b. Seksi Pengawase,n Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.

(6) Bidang Penanaman Modal membawahi:

a. Seksi Pengkajian;

b. Seksi Promosi dan Kemitraan.

(Z) Kelompok Jabatan Fungsional.

(8) Bagan Stmktur Organisasi Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan

Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran V Qanun ini.

Bagian Keenam

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Paragraf L

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah

dipimpin oleh Seorang Kepala Dnas yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

t 2



Pasal 24

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Dinas

Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kewenangan dibidang pertanian,

kehutanan, perkebunan, dan peternakan;

b. Menyusun rencana dan program pembangunan, pengawasan dan pengendalian

dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan;

(:. Penyusunan hasil pemantauan laporan dan hasil evaluasi pelaksanaan

pe.nvelenggaraan dibidanl; pertanian, kehutanan, perkebunan, dan petemaka.n;

d. Penvusunan standar teknis pembibitan/1>embenihan, ketaharran pangan dan

informasi penyuluhan tanarnan pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakar"r

vang menjadi kewenangan Kota l,angsa;

e. Melakukan pembinanaan teknis dibiclang pertanian, tanaman pangan,

kehutanan, perkebunan, peternakan;

f. Penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang pertanian tanaman pangan,

kehutanan, perkebunan dan peternakan;

g. Melaksanakan pengkajian penerapan tehnologi anjuran pertanian tanaman

pangan, kehutanao perkebunan dan preternakan ;

h. Pelaksanaan pemberian pengawasan tehnis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang

pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan;

i. Melakukan pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang

pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan petemakan;

j. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber ciaya pertanian

tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan;

k. Penelitian dalam bidang tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan

petemakan;

l. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan tanaman pangan,

kehutanan, perkebunan dan peternakan;

m. Pemberian izin usaha petemakan;

n. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular pada

hewan/ penyakit tanaman ;

o. Penyelenggraan pengawasan s€uana dan prasarana pelayanan kesehatan temak

hewan;

p. Penyusunan program pembinaan petani dan petugas yang meliputi tehnis

fungsional dan kejuruan;

q.  Melakuka " .7
t ' l



q. Melakukan penghijauan konservasi tanah dan air;

r. Pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;

s. Pelaksanaan penyuluhan dibidang pertanian dan petemakan;

t. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekeriaan ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan organisasi

ketatalaksanaan dinas;

u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.

Pangraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian clan Kehutanan Kota Langsa terdiri ciari:

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Tanaman Pangan;

d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

e. Biciang Peternakan;

f. Bidang Ketahanan Pangan;

g. Mantri Tani;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha membawahi:

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaiary Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Tanaman Pangan membawahi:

a. Seksi Produksi, Gizi dan Pangan;

b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan .

(4) Bidang Kehutanan dan Perkebunan membawahi :

a. Seksi Kehutanan;

b. Seksi Perkebunan.

(5) Bidang Petemakan membawahi:

a. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Ternak;

b. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet, Sarana dan Prasarana.

(6) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan membawahi:

a. Seksi Ketahanan Pangan;

b. Seksi Penyuluhan.

(7\ Mantri Tani.

(8) Kelompok labatan Fungsional.

aO
( 9 )  B a 1 1 l n . Y . . .
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(9) Bagan Struktu Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota l-angsa

sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Qanun ini.

Birgian Ketujuh

DINAS PEKERJAAN UMI'M

Paragraf L

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah

dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang trerada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekrebaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemcrintah

Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Dinas

Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan terhadap bidang, kewcnangan Pekerjaan Umum yang

meliputi pekerjaan kebinamargaan (sarana dan prasarana jalan dan jembatan,

pcngairan dan cipta karya) ;

b. Perencanaan pelaksanaan serta pengawasan terhadap p€imulihan, rehabilirasi dan

pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan cipta karya;

c. Pengelolaan perijinan, pengamanan dan pemanfaatan sararur dan prasarana

kebinamargaan dan pengairan ;

d. Pelaksanaan perumggulangan bencana alam serta usaha-usaha pengendalian

erosi dan abrasi pantai lokal ;

e Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan,

kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, organisasi dan ketatausahaan

Dinas

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi f)inas Pekerjaan Umum Kota l-angsa terdiri dari :

a .  Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha ;
oP

c .  B idang . I / . . .
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c. Bidang CiptaKarya;

d. Bidang Bina Marga;

e. Bidang Pengairan;

f. Bidang Peralatan;

g. Kelompok |abatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha membawahi:

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkup*.

(3) Bidang Cipta Karya membawahi:

a. Seksi Tata Bangunan;

b. Seksi Perumahan dan Pemeliharaan Gedung.

(4) Bidang Bina Marga membawahi:

a. Seksi Pemeliharaan Jalan/Jembatan ;

b. Seksi Pembangunan Jalan/Jembatan.

(5) Bidang Pengairan membawahi :

a. Seksi lrigasi, Operasi dan Pemeliharaan;

b. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai.

(6) Bidang Peralatan membawahi :

a. Seksi Alat Berat dan Pengujian;

b. Seksi Kemotoran dan Perbengkelan.

@ Kelompok jabatan Fungsional

(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Lan6;sa sebagaimana

tercantum dalam lampiran VII Qanun ini.

Bagian Kedelapan"'J"1ilillil;lX'"Tfilffiil?ff ""
Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dnas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Seorang

Kepala Dinas berada clibaq'alr dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Dacrah.

Pasal 32

Dinas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdavaan Masyarakat mempunvai

tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesbang, Politik,

Perlindun gan clan Penrtrercla vaa n MasYa ra ka t.

P a s a l  3 l  . . . . . .
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Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Dinas

Kesbang Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Perumusan, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibid;Lng Kesbang

Politik, Perlindungan dan Pemberdavaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;

c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa ;

cl. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi;

e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah aktual;

f .  Evaluasi  pelaksanaan kebi jakan kesatuan bangsa;

9, .  Perumusan kebi jakan c lan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau

bencana;

h.  [ 'erunrusan kebi jakan r lan pelaksanaan penyelamatan dar i  bencana;

i .  Perumusan kebi ja l . .an dan pelaksanaan rehabi l i tas i  bencana;

j .  [ )erumusan kebi jak; rn dan pelaksanaan penir rgkatan sumber daya manusra

satuan per l indungan masyarakat  ;

k .  Perumusan dan penyiapan pelaksanaan sosia l  pemberdayaan penraniaat . rn

teknologi tepat guna ;

l .  Pengelo laan admninst las i  umurn vang mel iput i  peker jaan ketatausdh.ran,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

nr .  Pelaksanaan tugas- tugas la in yang d iber ikan o leh Wal ikota sesuai  dengan

hrdang tugasnva.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

( l )  Susunan C)rganisasi  Drnas Kesbang,  Pol i t ik ,  Per l inc lungatr  c lan

Pemberdavaan lVlasvarakat  Kot t t  l .angsa terd i r t  r iar i  :

a .  Kepala l ) inas;

h.  l laq i . r r r  
' l  

a ta L i . . r l r , t ,

( ' .  l - l i r lar rq l )enranla[ r . r i r  l t l io logr  Nr:g,ara c iat . r  lc i t 'n t r tas Kt :bat tgsaan;

e l .  lS i t lang,  [ 'o l r t ik  l ' t ' r 'n t ' r rntaharr ,  l ( t :ar r tanan t iar r  l (emasvarakatan;

c.  Bic lang Per l in . lur rgan Masvarakat '

f .  lJ ic lang [ )enr l r r : r r iavaatr  lV lasvarakat  ;

g .  Ke lompok  Ja f ,a tan  f runqs iona l .

(2)  Basian 
' l  

a ta Usaha nrembarval r i  :

a .  Sub Basian Umunr,  Kepegarvaran,  Keuangan dan Per lengkapan;

h.  Suh [ iag ian [ )c t tVust i t ta t t  l ' ror ; , r . t t r r  t ]ar r  l 'c ' la l - rorat r .

( J )  I l r t ' 1 . t 1  r r I  . . . . . .
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(3) Bidang Pemaantapan Idiologi Negara dan Identitas Kebangsaan membawahi:

a. Seksi Kesbang dan Demokratisasi ;

b. Seksi Penanganan Masalah Aktual.

(4) Bidang Politik Pemerintahan Keamanan dan Kemasyarakatan membawahi :

a. Seksi Penyelesaian Konflik, Sara dan Fasilitasi Kerjasama Keamanan,

Intelijen dan Pemerintahary

b. Seksi Fasilitasi Parpol Legislatif, Pemilu, Pilkada dan Ormas L.SM

Organisasi Orang Asing.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :

a- Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan;

b. Seksi Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.

(6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :

a. Seksi Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat;

b. Seksi Usaha ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

0 Kelompok Jabatan Fungsional

(8) Bagan Stmktur Organisai Dinas Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam

lampiran VIII Qanun ini.

Bagian Kesembilan

DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Paragraf 1.

Kedudukan,'Iugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Kesehatan dan Keseiahteraan Sosial adalah merupakan urLsur pelaksana

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepacla Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan clan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan fugas si:bagaimana rl imaksud clalam pasal 36, Dinas

Kesehatan dan Kesejahtc'reran Sosial mempunvai fungsi :

a. Melaksanakan pemhirraan terhadap kewenangan dibiclang kesehatan clan

keseiahteraan sosial;

b. Menvusun rencana dan pelaksanaal pembangunan kesehatan clan

kesejahteraan sosial ;

c. Pelaksana"".f.
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c. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan,

penJ'uluhan, pelayanan rujukan sesuai peraturan dan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

d. Membina pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan

kesejahteraan sosial;

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang

pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, makanan dan minuman;

f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;

g' Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf.2

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keseiahteraan Sosial Kota

Langsa terdiri dari:

a. Kepala Dnas;

b. Bagian Tata Usaha ;

c. Bidang Pelayanan Kesehatan;

d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ;

e. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;

f. Bidang Keseiahteraan Sosial ;

g, UI"|D Puskesmas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha n'rembawahi :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;

b. Sub Bagian Perrvusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pelayanan Kesc'hatan membawahi:

a. SeksiSarana dan Prasarana Kesehaban ;

b. Seksi Farmasi dan Obat Tradisional .

(4) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penvakit (P2P) membawahi :

a. Seksi Pengamatan, Pcncegahan dan Pemberantasan Penyakit;

b. Seksi KesehaLrn Keluarga dan Gizi

(5) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan membawahi :

a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemrrkiman;

b, Seksi Promosi Kesehatan dan |PKM.

(6) Bidang Kesejahteraan Sosial membawahi :

. e
a .  5 e K s r . . .  - 1 .  - . . .
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a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bimbingan Sosial;

b. Seksi Bantuan Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial.

(n Kelompok Jabatan Fungsional

(8) Bagan Struktur Organisai Dirns Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota

Langsa sebagaimana tercantum dalamlampiran X Qanun ini.

Bagian Kesepuluh

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAIARAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah merupakan unsur pelaksarn Pemerintah

Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretarls Daerah.

Pasal tlt)

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas malaksanakan kewenangan

Pemerintah Daerah di bidang Pencliclikan dan Pengajaran.

Pasal 41

Unbuk menl,elenggarakan tugirs sebagaimana dimaksurl dalam pasal 40, Dinas

Pendiclikan cian Pengajaran mempunvai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijaksanaan tehnis pembinaan pendidikan dan pengtriaran,

pendidikan dasar, menengah dan kejuruan ;

b. Penyempumaan rencana clan proFam penyelenggaraan dan pembinzran

pendidikan dasar, menengah dan keiuruan;

c. Pembinaan Pendidikan dan penyelenggaraan madrasah dasar, menengah t,lan

keiuruan sesuai nuansa islam;

d. Perrgafuran dan nengsyyasan pcncrin'raan murid/siswa, ketabalaksanaatr alct-

alat perlengkapan dan prqrn[6ngunan gedung, Iaboraturium, mushalla, tenirga

tehnis, dana, ijazah dan perpustakaan madrasah;

e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekeriaan ketatausahaan,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, organisasi dan

ketatalaksanaan dinas;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

e
Paragraf . I i . . .



Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal t12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa terdiri

dar i :

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Pendidikan Dasar;

d. Bidang Pendidikan Menengah;

e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;

f. Bidang Kebudayaan ;

g- Kelompok Iabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha membawahi:

a. Sub Bagian lJmum, Kepegawaian, Penyusunan Program dan Laporan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pendidikan Dasar membawahi :

a. Scksi Pendiclikan clan Pr:ngajaran Madrasah l)asar dan Pendidikan I-uar

Biasa;

b. Seksi Tenaga Teknis Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan Dasar .

(4) Bidang Pendidikan Menengah membawahi :

a. Seksi Pendidikan clan Pengajaran Menengah ;

b. Seksi Tenaga Tehnis, Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan Menengah.

(5) Bidang Pendidikan Luar Sek,rlah, Pemuda dan Olah Raga membawahi:

a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;

b. Seksi Pemuda ilan Olah Raga.

(6) Bidang Kebudayaan membawahi:

a. Seksi Kesenian;

b. Seksi Sejarah, Kcpurhakalaan dan Nilai Tradisional.

(n Kelompok Jabatan Fungsional

(8) Bagan Struktw Organisai Dinas Pendidikan dan Pengaiaran Kota Langsa

sebagaimana tercantum dalam lampiran X Qanun ini.

(9) Pada Sekolah Laniutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan

Kejuruan diangkrrt seorang Kepala Tata Usaha.

BAB ry

KEI-OMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melalcsanakan sebagian tugas

pemerintah Daerah sezuai dengan keahlian dan kebutuhan- 

pasd+a ..f..
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Pasal tl4

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsionai yang

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok ]abatan Fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(3) |umlah tenaga Fungsional sebagaimarn dimaksud pada ayat (1) ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(a) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1") diatur

berdasarkan perafuran perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsionai mempunyai tugas sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

BAB V

KEP[(;AWAIAN

Kepangkatan, Pcngangkatan dan Pemberhentian

Ilagian Pertama

Eselon f)inas- Dinas Daerah

Pasal 45

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.l'r

(2) Kepala Bagian dan Kcpala Bidang aclalah Jabatarr Eselon III. a

(3) Kepala Sub Bagian dan Kcpala Seksi adalah Jabaian Eselon fV. a

(4) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah iahatan Eselon IV. B

(5) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah

Umum adalah Jabatan Lselon V. a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 46

(1) Kepala Dinas, Kepala Bagiarr dan Kepala Bidang diangkat dan diberhe'ntikan

oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan

Baperjakat;

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris

Daerah atas pclimpahan wewenang dari Walikoba setelah mendapat

pertimbangan Bapcrjakat;

(3) Tata cara Usulan dan pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

) )
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BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas-Dinas Daerah
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah (APBD) Kota Langsa
serta sumber - sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

l)cngan berlakunva Qanun ini, maka eanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 20()4
Tentang susunan organisasi clan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja , Capil dan KB
Kota Langsa, Qanun Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi cian Tata

Kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan dan pedalcla Kota Langsa, eanun Nomor l9

Tahun 2004 tc'ntang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor perhubungan Kota

Langsa, Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keria Kantor

syariat Islam Kota Langsa, Qanun Kota Langsa Nomor g rahun 2004 tentang

susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas pertanian, Kehutanan perkebunan,

Pe'ternakan clan Perikanan Kel:rutan Kota Langsa, eanun Nomor 5 Tahun 200-1

tentang Susunan Organisasi clan Tata Keria Dnas Koperasi, Perindustrian ;an

Perdagangan Kota Langsa, eanun Nomor 6 Tahun 2004 tentang susunan

organisasi dan Tata Kerja Dinas pekerjaan umum Kota Langsa, eanun Nomor Z

Tahun 20(x tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa,

Perlindungan Masyarakat, clan pemberdavaan Masvarakat Kota Langsa,

Qanun Nomor 9 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa, dan eanun Nomor 10 Tahun 20&1

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota

Langsa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bagian, Bidang, sub Bagian clan Seksi Dinas-
dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

! J

vasatso (..



Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di l-angsa
pada tansqal 16 Maret 2007 M

26 Shafar 7428H

Diundangkan di Langsa
uada tanqsal l6 Marct 2007 M

26 Shafar 1428 H

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO7 NOMOR 3
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